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RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar
ISP (Indikator Safeguard Program) BPDLH. Pada aspek kepatuhan hukum dan akuntabilitas (ISP
1), seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum dan administratif yang sah, termasuk
SK alokasi dana RBP REDD+, regulasi daerah, pedoman operasional program, serta dokumen
teknis seperti ToR, Surat Tugas, dan Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL). Pada tahun pelaporan, telah difasilitasi penyusunan dan verifikasi RANTEK RHL seluas
125 hektare di Desa Sindangpalay, Kabupaten Garut, lengkap dengan legalitas kelompok dan
lokasi sasaran program, sehingga meminimalkan potensi risiko administratif maupun konflik lahan.

Dalam aspek ketenagakerjaan dan kondisi kerja (ISP 2), pelaksanaan program menerapkan
prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi dalam setiap proses rekrutmen dan
pengadaan. Publikasi dilakukan secara terbuka dan mencantumkan komitmen pencegahan
pelecehan, eksploitasi, serta perlindungan kelompok rentan. Mekanisme pengaduan juga
disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan serta melalui media informasi di lokasi kegiatan,
guna memastikan tersedianya saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses.

Pada aspek efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan (ISP 3), setiap kegiatan seperti
bimtek, FGD, workshop, dan pertemuan menerapkan pengelolaan limbah domestik dengan prinsip
pemilahan dan pembuangan sesuai prosedur setempat. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan
dan keselamatan masyarakat (ISP 4), seluruh kegiatan diawali dengan briefing keselamatan yang
mencakup jalur evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), dan prosedur tanggap
darurat medis.

Implementasi ISP 5 terkait pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan dilaksanakan
melalui pendekatan partisipatif dan persetujuan sukarela. Sebelum kegiatan RHL dilaksanakan,
dilakukan sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat. Sebanyak 54 pemilik lahan
menandatangani berita acara persetujuan tertulis atas penggunaan lahan mereka secara sukarela
tanpa tekanan. Mekanisme serupa juga diterapkan pada penempatan sarana prasarana Program
Kampung lklim (ProKlim) di dua desa, yang didahului kesepakatan tertulis mengenai izin lokasi
dan komitmen pengelolaan bersama.

Dari sisi pelibatan pemangku kepentingan (ISP 10), program memastikan keterbukaan informasi
melalui sosialisasi di tingkat tapak sebelum implementasi kegiatan. Pemerintah desa, OPD terkait,
kelompok tani hutan, dan kelompok pegiat lingkungan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring. Dokumentasi stakeholder serta publikasi kegiatan menjadi bagian
dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik.

Komitmen terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (ISP 12) juga menunjukkan
capaian positif. Dari total 308 peserta kegiatan pada tahun 2025, sebanyak 101 peserta (49%)
adalah perempuan, melampaui target minimum 20% keterlibatan perempuan. Partisipasi
perempuan tertinggi terjadi pada kegiatan sosialisasi dan bimtek ProKlim, mencerminkan
meningkatnya ruang partisipasi perempuan dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di
tingkat tapak.



PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan
bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa
seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan
sosial secara konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan
bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk
pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa
implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan
ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen
Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen
utama perlindungan.

ESMS menjadi standar waijib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan
pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS
disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta
standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan
dengan kebijakan nasional melalui Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan
Pengelola Dana Lingkungan BPDLH.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku
kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan
gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel,
transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan,
mematuhi standar ISP BPDLH. Pemprov Jawa Barat memperkuat komitmen ini melalui penyediaan
data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan
keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak
masyarakat adat. Sinergi BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk
kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan
penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan
lokal, dan menjaga kelestarian hutan Jawa Barat.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh
potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi,
diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan
untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan
masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan
berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan
masyarakat di Kalimantan Tengah.



KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH,
yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat:

ISP

ISP 1.

Kepatuhan
Terhadap Hukum
dan Akuntabilitas

Deskripsi Kepatuhan

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana
diatur dalam ESMS BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum
nasional/daerah serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan
BPDLH,

Berikut adalah dasar kebijakan/hukum yang mendasari Implementasi
Program RBP REDD+ Jawa Barat:

1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan
Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014
— 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan
Il “Result based payment for verified emission reduction” yang
dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN E(A);SFR:"UTANAN REFUECIKINDONSSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ALOKAS! PEMANFAATAN DANA RESULTS
BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS
FROM  DEFORESTATION ~AND  FOREST
DEGRADATION  (REDD+) FOR  RESULTS
PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND
OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN
ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING I
[EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR “RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED
RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 EMISSION REDUCTION"
UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN Il
“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION"

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023
TENTANG

ALOKASI PEMANFAATAN DANA
UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II
“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION”
*Estimasi Alokasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. Provinsi Dari Total RBP
USD 93,4t (dalam USD)
Menimbang  : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based 1 Papua 5.137.200
Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and 2" Kalimantan Tengah 5.137.209
Forest Degradation (REDD*) for Results Period 2014-2016 3 Kalimantan Timur 4.691.093
yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 4 Sumatera Barat 3.587.043
103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output; $__ Kalimantan Selatan 3.459.298
b. ba 6 Sulawesi Tengah 2.808.258
hwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) 7 [PapuaBaret 2.663.149
Reducing Emissions from Deforestation and Forest & Ealimanten ore 5.660.488
Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green P 2,506,585
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II o Toomnl o
“Result Based Payment for Verified Emission Reduction” s
perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; 11 |Riau 2.065.102
c. bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana 12 Sumatera Utara 1.750.752
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 13 Aceh 1.750.396
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 Sulawesi Tenggara 1.544.414
tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based 15 Maluku 1.173.431
Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and 16 Maluku Utara 1.131.119
Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 17 ' Sulawesi Selatan 945.884
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori _ 18 Sulawesi Barat 812.166
Pemanfaatan 1l “Result Based Payment for Verified 19  Bengkulu 757.255
Emission Reduction”; 20  Sumatera Selatan 692.253
21 Jawa Timur 441.058
Mengingat DL En:a‘:gvundang Momor 41 u;lc-x:cn 1999 tentang 22 Gorontalo 414,883
ehutanan scbagaimana _telal rapa kali diubal £
::;a[l::xgr dengany%ndang-Undﬂng rNomu_rp 6 Tahun s2023 ﬁ ﬁn:ﬁﬁ:g::.m“m :gf:iz
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 25| NusaiTcageara Barat ELABLL
Kezla roenjadi Utidang Didsng 26  Bangka Belitung 227.493
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 27 :Lampung 205.488
dan Ekosistem Gambut 28 Jawa Tengah 205.488
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah , 29 Kepulauan Riau 205.488
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 30 Jawa Barat 205.488
31 | Bali 205.488

Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 di
Provinsi Jawa Barat mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023
tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+
for result period 2014 — 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori
Pemanfaatan Il “Result based payment for verified emission reduction”yang
dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci
mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban
administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan
pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana diwajibkan
mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi
kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan,
dan ketentuan audit.
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2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

CGnbernur _Jewwa DBearar
PERATURAN GUBERNUR JaWA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAM KACA
(RAD-GRK)PROVINS!I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembangunan
yang berkeadilan sesual Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasicnal Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca,
Pemerintah Daerah perlu menyusun dokumen Rencana Aksi
Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD-GRK), dengan
mengacu pada Rencana Axsi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca;

b. bahwa Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(RAD-GRK) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Bara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Nogara Republik
Indonesia Tahun 1850 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kak, torakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jakarta sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun, 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 4010);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1994 tentang Pengesahan
United  Nations Framework Convention on  Ciimate
Change(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa
mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Protwkol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

Peraturan ini menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) sebagai pedoman teknis mitigasi perubahan iklim
di Jabar. Perda ini mengoordinasikan Bappeda untuk memantau aksi
pengurangan emisi, terutama pada sektor energi, transportasi, dan limbah.
Dokumen ini mengintegrasikan target penurunan emisi ke dalam rencana
pembangunan daerah.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP)
REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 — Lemtara dan
Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021

Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur
(SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF
Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat
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untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan
kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

C X pLE 4

Pedoman Operasional Program
RBP REDD+ GCF Output 2

PENABULU ESMS

DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU

SR < ENVIRONMENTAL AND
& ’ SOCIAL MANAGEMENT

SYSTEM

2021

/[ PENABULU

SOP menjadi acuan bagi Lemtara
dan Penerima Manfaat dalam
mengelola dan mengadministrasikan
dana proyek secara tertib,
transparan, dan akuntabel. SOP dan
POP mengatur tata kelola proyek,
mekanisme penyaluran dana,

pengelolaan kegiatan, koordinasi,
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN

LINGKUNGAN DAN SOSIAL serta persyaratan administratif yang
e ey, ||| wajib dipenuhi dalam pelaksanaan
Ecaacin mcrtran program.

Selain  itu, penerapan sistem
manajemen lingkungan dan sosial
mengacu pada Pedoman BPDLH
sesuai Peraturan Direktur Utama
BPDLH No. 03/BPDLH/2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka
Pengaman Lingkungan dan Sosial
(Safeguards).

4. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari
bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari
penerima manfaat)

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan
kegiatan oleh pelaksana kegiatan di Provinsi Jawa Barat (Dinas Kehutanan
dan Dinas Lingkungan Hidup), merupakan bagian dari dokumen
persetujuan resmi dari instansi yang berwenang, yang menjadi dasar legal
bahwa kegiatan dapat dilaksanakan serta diproses pembiayaannya.
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Berikut adalah contoh ToR, Surat Tugas dan Undangan yang diterbitkan di

periode 2025:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J1. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec.Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363Website: www.dih jabarprov.go.id
Email: dih@jabarprov.go.id
Bandung 40286

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA
PEMBINAAN PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM (PROKLIM) DI
KABUPATEN GARUT

I. Latar Belakang
Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar
sekaligus tantangan dalam menghadapi perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi banji,
longsor, kekeringan, serta degradasi lahan. Untuk mendukung upaya pengendalian perubahan
iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan Program Komunitas
untuk Iklim (ProKlim) sebagai program nasional yang mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk

memperkuat kapasitas dan peran komunitas dalam pelaksanaan aksi nyata penurunan emisi gas

rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim melalui kegiatan pembinaan Proklim. Kegiatan ini

diharapkan dapat masyarakat, serta
ke di Kabupaten Garut

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Koniribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan
Perubahan Ikiim;

3. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor
P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Ikiim Nomor P.4/PPUAPIPPL.0/3/2021;

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1679 Tahun
2024 tentang Rekonseptualisasi ProKlim.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Umum:

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan aksi mitigasi atau
adaptasi perubahan iklim melalui pembinaan komunitas pelaksana ProKiim di Kabupaten Garut.

Tujuan Khusus:
1. Memperkuat kelembagaan komunitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis adaptasi dan
mitigasi.
2 Mengidentifikasi potensi pengembangan ProKlim di wilayah Kabupaten Garut.
dalam proses ProKiim tahun 2026.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Kewaluyasn indsh Raya No. 6. Jatisari Kec. Bushbatu. Telp. (022) - 87353505
P 02 msaseaw bsite : www.dih jabarprov.go.id
h@jsbarprov.go.id
‘BANDUNG - 40286

Bandung, 17 Desember 2025

Nomor 10189/LH.03 05/KLPPI Kepada.
Sifat Penting Yth, (Daftar Terlampir)
Lampiran 1 (satu) Berkas.
Hal Penyerahan Alat Dukungan Aksi Mitigasi di  di

Lokasi ProKlim TEMPAT

RBP REDD+ merupakan program pendanaan dari Green Climate
ediab K menduku

Tempat Desa Cikandang dan Desa Cipaganti
hal tersebut, Bapakilbu untuk hadic

dalam kegiatan dimaksud
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
Kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIOUP
PROVINSI JAWA BARAT,

3 atangan secar oien
: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

A SAADIYAH DWIDANINGSIH, ST, M.T.
+"__Pemtina Utama Muda

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

......

Ketiga dokumen tersebut menjadi
dasar legal pelaksanaan kegiatan di
lapangan karena memuat mandat,
ruang lingkup tugas, lokasi, serta
pihak yang berwenang
melaksanakan kegiatan. Melalui
penerbitan dokumen-dokumen ini,
setiap aktivitas Program RBP
REDD+ GCF Output 2 dipastikan
telah  memperoleh  persetujuan
administratif, berada dalam koridor
kewenangan pemerintah daerah
maupun lembaga terkait, serta
memenuhi prinsip akuntabilitas dan
kepatuhan hukum sesuai standar
ISP 1.

Dokumen tersebut juga berfungsi
sebagai bukti kepatuhan terhadap

prosedur mternal Iembaga sekaligus memastikan bahwa koordinasi,
pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan

berdasarkan mandat yang sah

5. Dokumen Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen
Rancangan Teknis RHL dengan pola pengayaan tanaman)

Dokumen Rancangan Teknis (RANTEK) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) merupakan dokumen kunci yang menjadi dasar perencanaan,
pelaksanaan, serta pengendalian mutu kegiatan RHL di lapangan. RANTEK

memuat hasil identifikasi kondisi

biofisik dan sosial lokasi, analisis

kebutuhan rehabilitasi, pemilihan jenis tanaman sesuai karakteristik tapak,
pola pengayaan tanaman, rencana tata waktu pelaksanaan, serta estimasi
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kebutuhan biaya dan tenaga kerja. Dengan adanya RANTEK, kegiatan RHL
memiliki arah yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kaidah teknis
kehutanan serta prinsip keberlanjutan.

Pada periode tahun 2025, telah difasilitasi kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat, pengambilan dan verifikasi data lapangan, serta penyusunan
Dokumen RANTEK RHL untuk luasan £25 hektare. Kegiatan RHL tersebut
berlokasi di Desa Sindangpalay, Kecamatan Parangpawitan, Kabupaten
Garut, Jawa Barat.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V

JI. A. Yani No. 21 Kel. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut Telp. (0262) 2804085
e-mail: cdkvjabar@gmail.com
Garut 44118

RANCANGAN
KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DENGAN POLA PENGAYAAN TANAMAN

BLOK : CIPANDAWA DAN CICUPU
LUAS : 25 HEKTAR

DESA : SINDANGPALAY
KECAMATAN : KARANGPAWITAN
KABUPATEN : GARUT

PROVINSI : JAWA BARAT

DAS : CIMANUK

SUB DAS : CIMANUK HULU

PROGRAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI
RESULT-BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST
DEGRADATION (RBP-REDD+) GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2 JAWA BARAT TAHUN 2025

= 4P SR N o ECha e
/ \ \ \ & N N N POLA YAAN TA NAMAN
£ W\ (== — KECAMATAN SUCINARAJA T T T

k k. % & ; BTN Ho3

\\DEsa KARANGPAWTAN .| N
-y \

W T

DAS/SUBDAS _: CIMANUKICIMANUK HULU
KAMPUNG/BLOK : CIFSNDAWA DAN CICUPY
e

6. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok
masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)

Dokumen legalitas kelompok dan/atau lokasi target program merupakan
bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat memiliki status
kelembagaan yang diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat
utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 guna
memastikan bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur
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organisasi kelompok memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dengan terpenuhinya dokumen legalitas tersebut, program dapat
memastikan bahwa seluruh intervensi dilaksanakan pada kelompok dan
lokasi yang memenuhi persyaratan administratif, meminimalkan potensi
konflik atau sengketa lahan, serta memperkuat akuntabilitas dan kepatuhan
terhadap prinsip safeguard ISP 1. Pada periode tahun 2025, dokumen yang
dipenuhi dan diverifikasi mencakup:

a) Sertifikat Kelompok Kampung lklim (Proklim)

Periode 2025, kegiatan proklim melalui pembinaan dan dukungan
teknologi dilakukan di 2 Desa (Desa Cipaganti dan Cikandang).
Desa proklim ini diberikan dukungan alat pencacah sampah sebagai
bentuk dukungan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

9 ;

Piagam Partigipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

DESA CIKANDANG KECAMATAN CIKAJANG
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

_Jakarta, 2{ Oktober 2023
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

& 9

L

8
‘ iBtagam Partigipasi PreKlim

DEsA CIPAGANTI KECAMATAN CISURUPAN
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

PROGRAM KAMPUNG IKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 24 Oktober 2023
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,

: % nthi, M.A., IPU. - \: ° \'
E Fo N %
: /3 A
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b) SK Pembentukan Kelompok Tani Hutan — Kelompok Penerima
manfaat pengayaan tanaman di kegiatan RHL

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN KARANGPAWITAN
KANTOR KEPALA DESA SINDANGPALAY

O

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGPALAY
KECAMATAN KARANGPAWITAN

NOMOR : 141.1/34/X11/2022
TANGGAL : 01 Desember 2022
TENTANG:
SUKUHAN KELOMPOK TANI “LINGGA LESTARI MANDIRI ™

Dasar : a Berd Berita Acara P Kelompok Tani “Lingga Lestari
Mandiri ” Desa § Kecamatan K. itan Kab Garut
pada tanggal 45 Januari 2022, dengan ini  kami selaku kepala Desa
5 Kecamatan K Kabupaten Garut Mengukuhkan

Kelompok Tani ™ Lingga Lestari Mandiri “beserta pengurusnya sebagai

berikut :
Ketua : Saeful Rohman
Sekretaris : Haris Yudistika
Bendahara : Deden ZM

Susunan Pengurus : Terlampir

Memperhatikan

®

Surat Mentri Dalam Negeri Nomor 140367 o/PMD tanggal 13 Maret 2000
perihal Pedoman Pembinaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K
tahun 2000)

b. Surat Edaran Dircktur Jendral Angggaran Departemen Keuangan Nomor
SE52/A/2000 tanggal 31 Marct 2000 perihal Tata Cara Penyediaan
Penyaluran dan Pencairan Dana Pembangunan Desa/kelurahan

Memutuskan
Menetapkan a. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pengurus Kelompok Tani "Lingga Lestari

Mandiri”
b. Pengukuhan pembentukan Kelompok Tani ” Lingga Lestari Mandiri”

Demikian Surat Pengukuhan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di - Sindangpalay
PadaTanggal  : 01 desember 2022

Kepala Desa Sindangpalay

. Surat Keputusan Kepala Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan

< 141.1/34/X102022
- 01 Desember 2022 - e
- Pengukuhan Kelompok Tani “Lingga Lestari Mandiri” et
Nama Jabatan Alamat ’
[ Sachul Rohman Ketua Desa Sindangpalay |
2. | Hans Yudistika Sckretaris Desa Sindangpalay | o
3. [ Deden ZM Bendahara Desa Sidangpalay J
4 Entis Sutisna Ketua Tim Perencana Desa Sindangpalay |
I's. [ Ramzi - Anggota Desa Sindangpalay J
6. | Novi Anggota Desa Sindangpalay J
7l Bayu ¥ Desa Sindangpalay J
8 | Dacep T [Angon Desa Sindangpalay J
9. | Amungs Ketua Tim Pelaksana Desa Sindangpalay |
10. | Rijal Anggota Kp. Lego kpulus
11 | Aldo S - Anggota Desa Sindangpalay
[127 [ Winda Anggota Desa Sindangpalay
13 | Ali Silahudin Anggota Desa Sindangpalay
14. | Agni Angpota = Desa Sindangpalay
15 | Ramdan Ketua Tim Pengawas Desa Sindangpalay
16 71 Asti Anggos Desa Sindangpalay
17 |Pardi | Anggom Sindangpalay
s : AL M Anggota Sindangpalay
B - 8 — —!
T [ Anggota Desa Sindangpalay

“Kepala Déss Sipdangpalay.
e

Wawan

Tembusan disampaikan kepada

| Yih Camat kecamatan Karangpawitan
2 Ketua BPD Desa Sindangpalay

3 Arsip
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7. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di
tingkat Nasional dan Provinsi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan
langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan
seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan
kegiatan.

Di provinsi Jawab, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di
tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard
selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf
safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS,
memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi
dipatuhi, sementara Koordinator Program di tingkat provinsi melakukan
monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap
kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.

ISP 2.

Ketenagakerjaan
dan Kondisi Kerja

1. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)

Proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang,
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR
maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh
peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka
bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha
dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau
kondisi sosial ekonomi. Dengan mencantumkan kriteria ini,
Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan,
dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada
bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa,
maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP
REDD+ GCF Output 2.

a) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi

Dalam proses rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas
melalui publikasi lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan,
akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa
membedakan gender, latar belakang sosial, agama, ataupun kelompok
rentan.

Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen,
Penabulu secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku
tidak diinginkan di tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi
dan penyalahgunaan, pelanggaran integritas, serta penyimpangan
keuangan. Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-
anak, remaja, orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat
dalam program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh
proses seleksi tenaga kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang,
termasuk pemeriksaan catatan kriminal dan pengecekan keuangan terkait
risiko terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja
dalam kerangka profesional, aman, dan dapat dipercaya.
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1. Memilki latar belakang pendidikan minimal $1 dalam bidang kehutanan, pertanian maupun sejenisnya.

REDD+ 3tahun.

2. Memiliki g

3. Memilki pengalaman MEL.

Informasi pelamar

Pelamar dapat mengirimkan email id paling Agustus 2025 pukul 17.00 wakiu
Jakarta. Silakan tulis “Koordinator Program RBP Jawa Barat - Nama Anda" di subjek emad. Lamaran harus menyertakan:

« Cover letter

« CV (mohon menambahkan informasi tiga kontak referensi di dalam CV, disertakan nomor handphone dan email)

Nilai-Nilai dan Komitmen Yayasan Penabulu

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk mencegah segala jenis perilaku yang tidak dinginkan di tempat kerja termasuk pelecehan
seksual, kurangnya integritas dan pelanggaran keuangan; dan berkomitmen untuk mempromosikan
Kesejahteraan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan penerima manfaat yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Yayasan
Penabulu mengharapkan semua staf dan sukarelawan untuk berbagi komitmen ini melalui kode etk kami. Yayasan Penabulu

t diatas untuk bekerja

tuk mereka
bersama Yayasan Penabulu

akan penyaringan yang sesuai untuk
catatan keuangan terkait dengan t Yayasan Penabulu akan meminta informasi kepada pelamar
kerja melalui tempat kerja sebelumnya g seksual seksual selama bekerja atau
yang sedang pelamar d kan lamaran, pelamar telah

memahani prosedur rekritmen dari Yayasan Penabulu
Yayasan Penabulu berkomitmen untuk memastikan keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisasi dan mendorong pelamar
dari berbagai latar belakang untuk melama.
Syarat dan Ketentuan

« Yayasan Penabulu dapat melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap calon Kandidat yang terpiih selama 3 hari kerja;

+ Yayasan Penabulu hanya akan menghubungi kandidat yang terpili

+ Yayasan Penabulu tidak bertanggung jawab atas informasi palsu yang didapatkan oleh para pelamar;

+ Yayasan Penabulu tidak memungut biaya pembayaran yang berhubungan dengan proses rekrutmen;

oleh administs

* H pengajuan loy akan ditentukan oleh

syarat dan ketentuan yang di miliki oleh Yayasan Penabulu;

+ Seluruh informasi yang telah tepal waktu

Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment
safeguard dan non diskriminasi:

https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-

rbp-jawa-barat/



https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/
https://penabulufoundation.org/koordinator-program-result-base-payment-rbp-jawa-barat/
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2. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme
penanganan keluhan

Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2,
Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui
pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner
informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini,
Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami
pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan
kekerasan seksual.

[in] < @ @ us02web.zoom.us =] @ h + ©

Paparan Safeguard - Shared screen with speaker view

4 Download (4 flles)
Oct 17,2025 01:50 PM

Chat Messages

Suhud Penabuly 14:42

@ berikut dokumen lampiran
safeguardnya y bapak ibu

Annisa M_DLH Jabar 14:53

siap pak suhud terima kasih

Marlin Agus - CDKV Ja... 15

11 JEE—

Riyandi Prananta 1538
Terima kasih pak
sudah ada suratnya

bagi hasil
Suhud Penabulu 50.00

Bapak/ibu jika ada yang ingin

Penerapan sosialisasi dan penyediaan banner kanal pengaduan secara
konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja  yang
aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin
ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan
responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.

B St s |
I

20 Nov 2025 12.00.03
-7.2094, 1072956717

JL. DesasSindangpalay
Kecamatan Karangpawitan.

[ Y S | -
— SOSIALISAS
| |

g st lim |
o %ﬁ #,  program Komunitas untuk 1k y
iy ﬁ?\ (PR

i“'

9 :
Q GPS Map Camera
.

Garut,West Java,Indonesia wm

Jalan Pasirwangi, Pasirwangi, Garut, West Java 43111,
Indonesia

Lat -7.215052, Long 107.794720
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Efisiensi Sumber
Daya dan
Menjaga Kualitas
Lingkungan
Hidup
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1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan
kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan
pelaksanaan proyek.

Implementasi kegiatan di periode 2025, pelaksana kegiatan telah
menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan
Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Jawa Barat. Pengelolaan limbah
dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan
lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap
lingkungan.

Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas
pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun
kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada
acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah
makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang
sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.
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dan Keselamatan
Masyarakat.
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1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat,
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi , pengenalan alat APAR,
penanganan darurat terkait medis dll.

Short briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi kegiatan, jalur
evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur
penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov
memastikan bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman,
mengetahui tindakan darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari
risiko kesehatan maupun keselamatan selama kegiatan berlangsung.

12 Nov,2025 10.06.49
Jalan Pasirwangi
! Sirnajaya
Kecamatan Pasirwangi

Kabdpaten Garut
Jawa Barat

Video pemaparan sort briefing:
https://drive.google.com/file/d/11gC43vzYk87B d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/vi
ew?usp=sharing

ISP 5.
Pembebasan
Lahan, Rencana
Pemukiman
Kembali dan
Pembatasan
Penggunaan
Lahan

1. Berita Acara Dukungan Pelaksanaan RHL dari Masyarakat

Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani pada kegiatan sosialisasi
rencana pelaksanaan RHL di Desa Sindangpalay, Kecamatan
Karangpawitan, Kabupaten Garut, merupakan bagian dari implementasi
kepatuhan terhadap ISP 5. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan
sebelum implementasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya
pada rencana pengayaan tanaman di Blok Cipandawa dan Cicipu seluas
125 hektar.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang
terdampak maupun berkepentingan memahami ruang lingkup kegiatan,
jenis tanaman yang akan dikembangkan (Suren, Alpukat Aligator/Alpukat
Miki, dan Kopi Arabika), serta implikasi terhadap akses dan penggunaan
lahan. Melalui forum tersebut, para pihak menyatakan persetujuan secara
sukarela tanpa adanya tekanan, yang kemudian diformalkan melalui Berita
Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan kelompok tani
hutan, pemerintah desa, serta perwakilan CDK kehutanan.

Proses ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam
memastikan bahwa kegiatan tidak membatasi akses masyarakat terhadap
sumber penghidupan tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama.



https://drive.google.com/file/d/1IgC43vzYk87B_d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgC43vzYk87B_d5Imj4BP7s3hG5FKfnH/view?usp=sharing
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BERITA ACARA KESEPAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, telah
dilaksanakan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kegiatan Pengelolaan
Pemanfaatan Dana Alokasi Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation (RBP-REDD+) di Aula Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan
Kabupaten Garut. Dalam acara ini disampaikan materi terkait Kebijakan FOLU Net di Provinsi
Jawa Barat dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Pemulihan DAS Provinsi Jawa Barat,

dilanjutkan dengan diskusi

Berdasarkan rangkaian sosialisasi tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini termasuk
lampiran daftar hadir, bersepakat untuk mendukung, melaksanakan dan mensukseskan
Penanaman Model Pengayaan Tanaman di Blok Cipandawa dan Cicupu seluas 25 (dua puluh
lima) hektar sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adapun jenis tanaman yang akan ditanam

adalah Suren, Alpukat Aligator/Alpukat Miki, dan Kopi Arabika

Demikian berita acara kesepakatan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dari

pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua KTH Lingga Lestari Kepala Dusun,
Mandin,

%

Saeful Rohman lyang K
Mengetahui P TTTIS
Kepala Desa Sindangpalay, 7= "Repald €DK Wilayah V,
/_a 8 %\ .
o ' k\’\/\, [ %

Wawan \ 2 Endik Casdika, 'S Hut, MM
> % >

2. Berita Acara Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Lahan Untuk
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, proses implementasi kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilanjutkan dengan fasilitasi
penyusunan dokumen persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik
lahan. Fasilitasi ini dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Kab
Garut guna memastikan bahwa setiap lahan yang menjadi lokasi kegiatan
telah memperoleh izin secara sah dari pemiliknya.
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Dalam proses tersebut, pemilik lahan kembali diberikan penjelasan secara
rinci mengenai rencana kegiatan penanaman, jenis tanaman yang akan
dikembangkan, pola pengelolaan, serta implikasi terhadap pemanfaatan
lahan. Setelah memastikan bahwa informasi dipahami secara utuh, pemilik
lahan menyatakan persetujuan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan
dari pihak mana pun, yang kemudian dituangkan dalam dokumen
persetujuan tertulis dan diketahui oleh pemerintah desa atau otoritas
setempat.

Berikut adalah berita acara persetujuan lahan di 54 petani, di Desa
Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut seluas 25 Ha:

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) LINGGA LESTARI MANDIRI L PENUTUP
DESA LAY KABUPATEN GARUT )
Sekretariat : Kp. Sukamaju RT.01/RW.13 Desa Sindangpalay Berita Acara ini dibuat dengan scbenar-benamya dan ditandatangani oleh PIHAK
Kecametan Karangpewitan Kabupsten Gent PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sertaperwakilan kelompok yang didukung

dengan Daftar Tanda Tangan S4 (lima puluh empat) orang Pemilik/Pengelola
BERITA ACARA
PERSETUJUAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN LAHAN Lahan scbagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini
UNTUK KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Nomor I8KTH-LLM/XI12025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, PIHAK KEDUA _ PIHAK PERTAMA,
Kepala CDK Wilayah V, Ketua KTH Lingga Lestari
berdasarkan hasil pengukuran calon lokasi, dilaksanakan penandatanganan persetujuan i Mandis,
pemanfaatan/penggunaan lahan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam 2
rangka pelaksanaar m Result-Ba om Deforestation : ¥ <l -
and Fo  REDD+) GCF Output 2 Provinsi Jawa Barat Endik Casdlika, S Hut, MM Sacful Rohman
L. PIHAK-PIHAK Mongetabui
1. PIHAK PERTAMA Kepala Desa Sindangpalay. Perwakilan Pemilik Lahan,
—
Sebanyak 54 (lima ilayahnya s Lu/
termasuk dalam arca rencana RHL yaitu di Blok Cicupu dan Blok Cipandawa, Desa { —
Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut (identitas tercantum Wedan tyadg Kurnia

dalam Daftar Pemilik in yang menjadi lampiran sah Berita Acara ini),

2. PIHAK KEDUA - Pel

nberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan

asi RHL tanpa paksaan
h PIHAK PERTAM,
indart, ketentuan teknis,

3. PIHAK PERTAMA akan in yang ditanam dengan baik
dan PIHAK KEDUA secara berkala melakukan monitoring terhadap pekerjaan yang

dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

jaga dan merawat tans

3. Berita Acara Kesepakatan Perijinan Lokasi dan Komitment
Merawat dan Mengelola Dukungan Sarpras Proklim

Penempatan alat pencacah sampah organik dalam kegiatan Program
Kampung Iklim (ProKlim) di 2 Desa yaitu Cikandang dan Cisurupan
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan ISP 5. Perijinan lahan
sebelum alat ditempatkan, dilakukan proses musyawarah dan sosialisasi
bersama masyarakat serta pihak yang memiliki kewenangan atas lokasi

yang akan digunakan.
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Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lokasi tidak
menimbulkan dampak sosial lainnya.

Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat dan 2 perwakilan kelompok proklim yang didukung.
Dokumen ini memuat persetujuan atas lokasi penempatan alat, pengaturan
tanggung jawab operasional dan pemeliharaan, serta komitmen bahwa
fasilitas digunakan untuk kepentingan bersama.

PEMERINTAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Ji Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363Website: www.dlh jabarprov.go.id
Email: dih@jabarprov.go.id
Bandung 40286

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
. Kewaluyaan indah Raya No. 8 Jatsai Kec Bushoe Telp. 02267363565
ax. 022-87353363Website: www.dih jabarprov.go.id

Email: dih@jabarprov.go.id
Bandung 40286

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 1021/LH.03.05/KLPPI/2025

Pada hari ini, Jumat wwu Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
bertempat di . telal

bersama mengenai ponenluaﬂ lokasi pmsmmn alat pencacah sampah organik yang akan
iKlim di lokasi
Program Komunitas untuk Ikiim (ProKlim) Deu Cipaganti, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten
Ganut

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP Il kepada masyarakat pelaksana ProKiim dalam
meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta
penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah:

1. Nama Nulie Budhash, S0 &
Jabatan ‘_‘E"‘ Lingnungan Hidg Abl Muda
Alamat Kouxlapon \ndoh Rap &0 ¢ . Bankny

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama DA. Susanks
Jabatan
Alamat 5¢ ﬂ B oL B 0 Liswe upan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Ikiim Desa Cipagant,
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kesepakatan:

1. Alat pencacah sampah organik akan dtempatkan di
Ran Sompon KTH Gemude Kensenow RASMET

2. Lokasi tersebut diniai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat
sekitar.

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemanfaatan alat pencacah
sampah organik sesuai peruntukannya.

4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala terhadap penggunaan
‘alat dan efektivitas lokasi.

5. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah
organik adalah:

KTH Rmada konmruas  RUMET

PEMERINTAH PROVINS| JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J1. Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec. Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363Website: www.dih jabarprov.go.id
Email: dih@jabarprov.go.id
Bandung 40286

Kelompok tersebut berkomitmen untuk mengatur jadwal penggunaan, memastikan perawatan rutin, dan
melaporkan kondisi alat secara berkala kepada Dinas atau instansi pembina terkat.

6. Apabila i kemudian hari diperiukan perubahan lokasi atau pengalihan tanggung jawab, maka akan
dilakukan melalui musyawarah ulang dan dituangkan dalam berita acara baru.

Demikian berita acara kesepakatan penentuan lokasi dan penanggung jawab operasional alat pencacah
‘sampah organik ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gant, 14 November 2025
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Dinas nglungln m Provinsi Jawa  Desa Cipaganti, Kecamatan Cisurugan,
Kabupaten J‘

ot <3

Yaulg. Byo st ) (R ST G )

Mengetahui,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

=

(Mella | Cimtayan )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
J Kawaluyaan Indah Raya No. 6 Jatisari Kec Buahbatu Telp. 022-87353565
Fax. 022-87353363Website: www.dih jabarprov.go.id
Email: dih@jabarprov.go.id
Bandung 40286

BERITA ACARA KESEPAKATAN
Nomor : 1022/LH.03.05/KLPPI/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dul Puluh Lima,
bertempat di _Dese_Cikandang telah

bersama mengenai penentuan lokasi penempatan alat pencacah sampah wamk yang akan
iklim di lokasi
Program Komunitas untuk Ikiim (ProKiim) Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten
Garut

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 KP Il kepada masyarakat pelaksana ProKiim dalam
meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah organik, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta
penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Pihak-pihak yang hadir dan menandatangani berita acara ini adalah:

1. Nama Yolie Budiogh , ST M Se

Jabatan Toreivn_Uingrungen Wb AR Mula
Alamat ] Kawatogoon Indsh Mo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama A Zahaea, S P
Jabatan rotelim
Alamat Ji G - Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Kampung Ikiim Desa Cikandang,
Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, selanjuinya disebut PIHAK KEDUA.
Kesepakatan:

1. Alat pencacah sampah organik akan ditempatkan di
Kp_ karcch Hanguwb 8+ 01 /R 015 Desa Cibandang (Kaneah Asni)
2. Lokasi tersebut dinilai strategis, aman, dan mudah diakses oleh anggota kelompok serta masyarakat

sekitar.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan, dan pemantaatan alat pencacah
sampal ik sesuai peruntukannya.
4. PIHAK PERTAMA akan melakukan dan pembinaan P
alat dan efektivtas lokasi
5. Kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi alat pencacah sampah

ik adalah:
Pt belbed

Kelompok k mengatur jadwal dan
melaporkan kondisi Dinas atau instansi pen

6. Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan lokasi atau pengalinan tanggung jawab, maka akan
dilakukan melalui musyawarah ulang dan dituangkan dalam berita acara baru.

Demikian berita acara kesepakatan penentuan lokasi dan penanggung jawab operasional alat pencacah
‘sampah organik ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dan pihak mana pun, untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ganut, 14 November 2025

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Dinas ummm an Provinsi Jawa  Desa Cikendanig; Kecamatan Cikajang,

‘Kabupaten Ganut
.
(o XS1E, DYOIASIL i Zahar . S P4, )

Mengetahui,
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

=

(NN SinEorian, )

ISP 6. Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Pengelolaan
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Sumber Daya
Alam Hayati Yang
Berkelanjutan
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ISP 7.
Perlindungan dan
Partisipasi/
Pelibatan
Masyarakat
Hukum Adat

ISP 8.
Perlindungan
Warisan Budaya

ISP 9. Komitmen
Lingkungan dan
Sosial Bagi
Lembaga
Penyalur

ISP 10. Pelibatan
Para Pemangku
Kepentingan dan
Pengungkapan
Informasi

1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder
dan atau penerima manfaat tigkat tapak.

k\

Jum, 14/11/2025, 1:44:34 PM
Jalan Raya Cikandang No. 562, Cikajang, Cikandang, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44171, Indonesia
Lat: -7,3700% Long: 107,7544°

ANWG

Google

Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan
prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana
program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan
secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan
pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa
masyarakat, pemerintah desa, kelompok dan pihak terkait lainnya yang
menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta
potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program
memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan,
berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan
kegiatan.
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Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum
implementasi:

a) Sub Kegiatan 1.1.1.1. Sosialisasi, Pengumpulan data dan Bimtek
Rencana RHL

b) Sub Kegiatan 1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklim

2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan

Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang
terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program di
Periode Tahun 2025

3. Publikasi Implementasi Program

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program
di periode Tahun 2025

ISP 11. Risiko
Perpindahan
Karbon

ISP 12. Kualitas
Sosial
Masyarakat,
Pengarusutamaa
n Gender,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Kelompok Rentan

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan

Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten
menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang
adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung
perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari
koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)

Pada periode pelaksanaan tahun 2025, jumlah peserta perempuan
mencapai 101 orang dibanding 207 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan
perempuan berada pada kisaran 49% dari total peserta. Proporsi ini lebih
dari target yang di tentukan sebesar 20% keterlibatan perempuan dalam
kegiatan RBP GCF Output 2 di provinsi Jawa Barat.

Kegiatan dengan pelibatan perempuan tertinggi pada saat kegiatan
sosialisasi dan bimtek proklim sebesar 43 perempuan, menyumbang 24%
keterlibatan dari kegiatan yang terlaksana pada tahun 2025.
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Berikut rincian data gender periode impelementasi tahun 2025:

1.1.1.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.83.1.3 1.3.5.1
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Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase
1.1.1.1. Pengayaan tanaman 140 27 19%
1.3.1.1. Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan proklim 21 43 205%
1.3.1.2 Fasilitasi aksi dan adaptasi Mitigasi di S 4 80%
Tingkat Tapak
1.3.1.3. Pembinaan desa proklim (Perjadin) 13 7 54%
1.3.5.1. Monev dan Pelaporan Aksi Mitigasi di SRN 28 20 1%
TOTAL 207 101 49%




LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program
KEGIATAN STAKEHOLDER TERLIBAT PERAN

1.1.1.1. PengayaBinas Kehutanan Provinsi Jawa Sebagai pelaksana kegiatan RHL dan
tanaman Barat penanggung jawab kegiatan
. : Sebagai pelaksana teknis kegiatan
\(;abang Dinas Kehutanan Wilayah RHL dan penanggung jawab kegiatan
di Kab Garut
: Informan dan menjadi bagian dari
Aparat Desa Sindangpalay koordinasi ditingke:t tapakg
. . Penerima manfaat kegiatan RHL di
Eelompok Ta.n'l Hutan (KTH) Lingga tingkat tapak (pelibatan dalam
estari Mandiri
perencanaan, pelaku penanaman)
1.311. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai narasumber dalam kegiatan
Sosialisasi Jawa Barat
dan bimtek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | Sebagai pelaksana kegiatan
pelaksanaan | Garut
proklim\ Camat Pasirwangi Sebagai undangan dan bagian dari
koordinasi dan dukungan kegiatan
Kepala Desa Padaawas Sebagai undangan dan bagian dari
koordinasi dan dukungan kegiatan
Kepala Desa Barusari Sebagai undangan dan bagian dari
koordinasi dan dukungan kegiatan
Kelompok Pegiat Lingkungan di Sebagai tamu undangan dan target
Desa Padaawas kelompok baru Proklim
Kelompok Pegiat Lingkungan di Sebagai tamu undangan dan target
Desa Barusari kelompok baru Proklim
1.31.2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Pelaksana kegiatan dan penanggung
Fasilitasi aksi | Jawa Barat jawab kegiatan
dan adaptasi
Mitigasi di Kelompok kampung iklim Sebagai penerima manfaat dari
Tingkat Tapak dukungan aksi adaptasi pengolahasn
sampah
1.3.1.3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai pelaksana kegiatan
Pembinaan Jawa Barat
desa proklim
(Perjadin) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten | pelaksana kegiatan di tingkat tapak
Garut
Kepala Desa Cipaganti sebagai bagian dari koordinasi dan
dukungan kegiatan
Kepala Desa Cikandang sebagai bagian dari koordinasi dan
dukungan kegiatan
Kelompok Proklim KTH Pemuda Penerima manfaat pembinaan dan
Konservasi RISMET pelaksana aksi prokilim di tingkat
tapak
Kelompok Proklim Balebat Penerima manfaat pembinaan dan
pelaksana aksi prokilim di tingkat
tapak
1.3.5.1. Dinas Kehutanan Provinsi dan
Monev dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai pelaksana kegiatan
Pelaporan Jawa Barat
Aksi Mitigasi Monitoring dan update capaian
di SRN Lemtara kegiatan




Lampiran 2. Daftar publikasi program

Provinsi

Kategori

Tanggal

Jawa
Barat

Berita
Artikel

Online

Menguatkan
Aksi Iklim dari
Desa untuk
Indonesia
Berkelanjutan

Publikasi
15
November
2025

https://www.instagram.com/reel/DREYBBIiID9FI|/?igsh=aWtgaHoyOHIxMHc2

Jawa
Barat

Artikel

Online

Menguatkan
Aksi Iklim
Berbasis
Komunitas
Menuju Jawa
Barat Tangguh
IKlim

17
November
2025

https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=0Wxo0Z2JrczRhZWF3

Jawa
Barat

Artikel

Online

Memperkuat
Pengelolaan
Sampah
Organik Menuju
Desa Tangguh
IKlim

17
November
2025

https://www.instagram.com/reel/DRJFo0g6j2gF/?igsh=MTVxN215eGg0bDZreQ%3D%3D

Jawa
Barat

Artikel

Online

Sosialisasi
Kegiatan
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan Model
Pengayaan
Tanaman pada
Kegiatan RBP-
REDD+ di Aula
Kantor Desa
Sindangpalay

26
November
2025

https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhhczZ2



https://www.instagram.com/reel/DREYBBiD9Fl/?igsh=aWtqaHoyOHIxMHc2
https://www.instagram.com/p/DRJn9xJk4Eo/?igsh=OWxoZ2JrczRhZWF3
https://www.instagram.com/reel/DRJFog6j2gF/?igsh=MTVxN2l5eGg0bDZreQ%3D%3D
https://www.instagram.com/reel/DRgveuAk7FK/?igsh=a3g1aG12MjhhczZ2




